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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melaksanakan
pembangunan di segala bidang. Indonesia, juga mengadakan pembangunan di
berbagai sektor yang mencakup seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia.
Melalui perencanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Bangsa
Indonesia menetapkan titik berat pertumbuhan pada bidang-bidang tertentu yang
ingin dicapai. Memasuki pembangunan jangka panjang. Pemerintah Indonesia
telah menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi.

Sejalan dengan itu, maka pembangunan pada sektor-sektor yang sangat
berpengaruh dalam peningkatan perekonomian merupakan prioritas utama yang
akan dilaksanakan. Salah satu sumber dana dan pemasukan bagi negara adalah
pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk
membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Sedangkan bantuan
luar negeri hanya bersifat sebagai pelengkap yang kurang bisa diandalkan.

Penerimaan negera dari sektor pajak akan terus mengalami peningkatan
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, masyarakat (Wajib Pajak) diberi
kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak mereka

(Self Assesment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi dapat



dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami
oleh anggota masyarakat.

Dalam pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya pajak
dibagi atas dua pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang
pemungutannya dilakukan oleh pemerintah contohnya : PPh, PPnBM, PBB, Bea
Materai, dan BPHTB sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah
berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan
pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut, yang pemungutannya dikelola
Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat | dan Il contohnya : Pajak
Kendaraan, Pajak Hiburan, dan lain - lain. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah
dalam pemungutannya pajak pusat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran —
pengeluaran rutin negara dan pembangunan.

PBB (Pajak bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan terhadap
bumi dan bangunan, PBB termasuk ke dalam pajak pusat dimana pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah. PBB pada dasarnya merupakan pajak objektif dimana
pengenaan dan penentuan besarnya objek pajak terutang didasarkan pada kondisi
bumi atau bangunan yang menjadi objek pajak. Dalam penentuan pajak terutang
kemampuan membayar pajak dari wajib pajak tidak dijadikan sebagai bahan
pertimbangan. Dengan demikian atas objek pajak yang sama akan dikenakan PBB
terutang yang sama tanpa melihat apakah objek dimaksud dimiliki atau
dimanfaatkan oleh wajib pajak yang mampu atau oleh wajib pajak yang kurang

mampu.



KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama adalah kantor yang khusus
melayani pelaporan dalam perpajakan, sangat membantu para wajib pajak untuk
memenuhi kewajibannnya yaitu membayar pajak. Diantara pajak yang ada di
Indonesia adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak tersebut sama
pentingnya dengan pajak-pajak lainnya masyarakat yang mempunyai rumah atau
bangunan yang ditempatinya harus membayar pajak tersebut, dimana pajak ini
selalu mengalami perubahan-perubahan seperti pajak-pajak lainnya, pembayaran
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) harus dibayar sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Cimahi adalah salah satu kantor yang dibentuk dengan
penggabungan antara KPP, KPPBB, Karipka dimana sebelum penggabungan
tersebut kantor — kantor tersebut berdiri sendiri tetapi untuk meminimalisir dan
pengefisienan dana yang dikeluarkan pemerintah jadi ke tiga kantor tersebut
digabungkan menjadi satu dan perubah nama menjadi KPP Pratama Cimahi yang
ruang lingkup tugasnya hanya didaerah cimahi dan sekitarnya dengan
mengunakan metode yang modernisasi. Melalui modernisasi ini diharapkan
pelayanan perpajakan kepada wajib pajak menjadi lebih efisien karena
dilaksanakan di satu tempat dan juga diharapkan dengan modernisasi ini
pendapatan negara dari sektor perpajakan akan mengalami peningkatan sehingga
dapat menunjang pembiayaan pembangunan.

KPP Pratama Cimahi melayani pembayaran berbagai macam pajak
diantaranya pengurangan pembayaran PBB terutang wajib pajak yang akan

mengajukan permohonan pengurangan pembayaran pajak terutang harus melalui



prosedur — prosedur yang berlaku dalam permohonan pengurangan pembayaran
PBB. Wajib pajak yang kurang mengerti akan prosedur — prosedur dalam
pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) akan mengalami
kebingungan jika para wajib pajak tersebut akan mengajukan prosedur
pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dalam hal ini para
pegawai kantor pajak dituntut untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat
tetapi dengan banyaknya para wajib pajak tidak sebanding dengan pegawai kantor
pajak yang menangani para wajib pajak yang akan mengajukan pengurangan
pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan para pegawai kantor pajak
harus bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedures) yang sudah
ditentukan oleh kantor pusat.

Pegawai kantor pajak yang hanya + 88 orang dalam KPP Pratama Cimahi
dan hanya + 21 yang fokus menangani masalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
khususnya pengurangan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), harus
menangani ratusan wajib pajak yang ada didaerah atau ruang lingkup yang
ditangani oleh KPP Pratama Cimahi tempat mereka bekerja untuk
menganggulangi kekurangan pegawai tersebut KPP Pratama Cimahi meminta
kepada kantor pusat untuk penambahan para pegawai tetapi hal itu tidak mungkin
dilakukan karena hampir semua KPP dibatasi jumlah pegawainya dan jika para
pegawai kantor pajak memerlukan bantuan mereka akan meminta bantuan kepada
kantor daerah untuk menutupi kekurangan pegawainya tersebut.

Penulis tertarik mengambil data atau penelitian pada KPP Pratama Cimahi,

karena KPP Pratama adalah kantor yang memiliki fasilitas-fasilitas untuk



pelaporan dalam perpajakan dan kegiatan operasionalnya dengan sistem yang
modern dan berkomputerisasi sehingga memudahkan penulis untuk mengambil
data atau penelitian pada KPP Pratama Cimahi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis
prosedur pengurangan pembayaran PBB di KPP Pratama Cimahi, dan
menuangkan dalam bentuk laporan penelitian dengan judul :

“Analisis Prosedur Pengurangan Pembayaran PBB (Pajak Bum dan

Bangunan) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cimahi”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan bahwa inti dari
fenomena permasalahan yang akan diteliti adalah :

» Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Cimahi sebanyak 21 orang yang tiap
orangnya mempunyai wilayah kerja 15 wilayah yang didalamnya terdapat
kecamatan, kelurahan, dan desa dengan luas wilayah yang menjadi ruang
lingkup KPP Pratama Cimahi adalah seluas 4.025 Ha atau sebanyak 49

kecamatan, 15 kelurahan dan 434 desa.

1.2.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana prosedur pengurangan pembayaran PBB di KPP Pratama Cimahi.
2. Bagaimana pelaksanaan pengurangan pembayaran PBB di KPP Pratama

Cimahi.



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan
laporan penelitian adalah agar dapat mengetahui prosedur pengurangan
pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Pratama Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dengan mengadakan penelitian untuk laporan
penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui prosedur pengurangan pembayaran PBB di KPP Pratama
Cimahi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengurangan pembayaran di KPP Pratama

Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Akademis
a. Pengembangan lImu Akuntansi
Sebagai pengembangan pengetahuan disiplin ilmu akuntansi terutama
Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Penulis
Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pengurangan pembayaran

PBB di KPP Pratama Cimahi.



c. Peneliti Lain
Sebagai referensi akan penelitian pengurangan pembayaran PBB di KPP

Pratama Cimahi dan sebagai bahan pembanding.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi KPP Pratama Cimabhi
Sebagai tolak ukur dalam kegiatan operasional KPP Pratama Cimahi
dalam prosedur pengurangan pembayaran PBB.

b. Bagian Terkait
Account Representative sebagai dasar dengan penelitian ini diharapkan
dapat memberikan tambahan informasi yang diperlukan mengenai
pelaksanaan prosedur pengurangan pembayaran PBB terutang di KPP

Pratama Cimahi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penulis melaksanakan laporan penelitian beralamat di JI. Amir
Mahmud No. 574, Cimahi Kota Cimahi. Waktu pelaksanaan penelitian

dilaksanakan pada bulan April 2010 sampai bulan Juli 2010



Tabel 1.1

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No

Keterangan

Bulan

A

ril 2010

Mei 2010

Juni 2010

Juli 2010

2 134

1

21341

213

4

1

213

4

Tahap Persiapan

1. Membuat proposal tugas akhir.

2. Menentukan tempat penelitian.

Tahap Pelaksanaan

1. Mengajukan outline dan
proposal tugas akhir.

2. Meminta surat pengantar ke KPP
Pratama Cimabhi.

3. Penelitian di KPP Pratama
Cimahi.

4. Bimbingan tugas akhir

Tahap Pelaporan

1. Menyiapkan draft tugas akhir

2. Sidang tugas akhir

3. Penyempurnaan tugas akhir

4. Penggandaan tugas akhir







